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BUPATI SERANG 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI SERANG. 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERANG, 

Menimbang : 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang. 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

7. Undang-Undang . . . 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

SALINAN 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 

2021 Nomor 1). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG SISTEM DAN 

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

4. Pemerintah Daerah . . . 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
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otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

5. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

6. Bupati adalah Bupati Serang. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri.  

9. Pengelolaan Keuangan Negara adalah pengelolaan keuangan negara Republik 

Indonesia. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan 

hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan  Daerah. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan 

undang-undang.  

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan daerah.  

15. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 

Program. 

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

 

 

18. Kuasa PA . . . 

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang 

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 
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19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 

yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 

rangka penyusunan APBD.  

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 

yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja negara/anggaran belanja daerah. 

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

23. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 

BUD. 

24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan/sub 

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.  

26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 

27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

Perangkat Daerah. 

28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.  

30. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana 

yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.  

31. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah.  

32. Kebijakan . . . 

32. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, 

aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai 

pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah 

Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 
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rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 

antar periode maupun antar entitas.  

33. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah 

rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain 

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.  

34. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi 

dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan 

Pemerintah Daerah.  

35. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

36. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

37. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.  

38. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

39. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik 

maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.  

40. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 

berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  

41. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.  

42. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

43. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

44. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.  

 

45. Pinjaman Daerah . . . 

 

45. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga daerah yang dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 
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46. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah 

dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan 

sebab lainnya yang sah. 

47. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah 

milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan 

pengembalian pokok pinjaman.  

48. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 

tahun anggaran. 

49. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat 

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  

50. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

51. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

52. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

53. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

merupakan program prioritas batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

54. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 

belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

55. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 

berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan 

mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan 

pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 

 

56. Program . . . 

 

56. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.  
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57. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam 

pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

58. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, 

dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. 

59. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan 

untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan 

melalui kontrak tahun jamak.  

60. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 

kebijakan. 

61. Hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

62. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang 

diharapkan dari suatu Kegiatan. 

63. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur. 

64. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh 

Pengeluaran daerah. 

65. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh 

Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 

66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.  

67. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 

menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan 

pembayaran atas pelaksanaan APBD.  

 

68. Surat Setoran Pajak Daerah . . . 

 

68. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
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69. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP-D adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang 

terutang. 

70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKR-D adalah 

surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi 

yang terutang. 

71. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah 

surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang 

kepada Wajib Pajak. 

72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus 

dibayar. 

73. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan 

atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

74. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah. 

75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang. 

76. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

77. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

78. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 

dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk 

membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit 

satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang 

menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme 

pembayaran langsung. 

 

79. Pembayaran Langsung . . . 

 

 

79. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran 

Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 

perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya termasuk 

pembayaran kelebihan penerimaan pada tahun berjalan sebelumnya, dan 
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pengeluaran pembiayaan melalui penerbitan surat perintah membayar 

langsung.  

80. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan 

uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD 

yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 

81. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban 

pengeluaran DPA SKPD. 

82. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 

atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk 

mendanai Kegiatan.  

83. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 

pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya 

dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.  

84. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 

atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat 

menggunakan LS dan UP.  

85. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 

adalah dokumen yang diterbitkan untuk penerbitan surat perintah pencairan 

dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

86. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 

87. Surat Perintah Pemindahbukuan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah 

dokumen yang digunakan untuk pemindahbukuan dana dari rekening kas 

umum daerah. 

88. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah. 

89. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

tahun anggaran. 

90. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah 

Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

 

91. Peraturan Daerah . . . 

91. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten Serang. 

92. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati 

Serang. 
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93. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.  

94. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua Daerah. 

95. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

96. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

warga negara.  

97. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

98. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan 

kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.  

99. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran 

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan 

program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan 

anggaran tahun berikutnya. 

100. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang 

dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan 

kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi 

alokasi dana. 

101. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun kelalaian. 

102. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

103. Hari adalah hari kerja.  

 

Pasal 2 . . . 

 

 

 

Pasal 2 

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman 

untuk SKPD maupun SKPKD dalam penyusunan APBD, penatausahaan dan 

pelaksanaan APBD serta peratanggungjawaban APBD. 
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(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang 

bertujuan untuk penyeragaman dan meningkatkan tertib administrasi dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup 

sistem dan prosedur penyusunan APBD, penatausahaan dan pelaksanaan 

APBD, serta pertanggungjawaban APBD. 

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1), secara terinci diurai lebih 

lanjut dalam sistematika Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

(1) Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) terdiri atas: 

a. BAB I PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

b. BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

c. BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RANCANGAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

d. BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR PENETAPAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

e. BAB V SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN APBD 

f. BAB VI SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN 

g. BAB VII SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN 

h. BAB VIII SISTEM DAN PROSEDUR LAPORAN REALISASI SEMESTER 

PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

i. BAB IX SISTEM DAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

j. BAB X INFORMASI KEUANGAN DAERAH  

k. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

l. Format-Format 

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan k 

tercantum pada lampiran I. 

(3) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum pada 

lampiran II. 

 

(4) Lampiran I . . . 

(4) Lampiran I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serang Nomor 42 

Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Serang, Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang, Peraturan Bupati 

Serang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang, dan Peraturan Bupati Serang 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2022. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang. 

 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 12 Januari 2022 

BUPATI SERANG 

 

         ttd 

 

RATU TATU CHASANAH 

 

 

 

Diundangkan di Serang  

pada tanggal 12 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 

 

   ttd 

 

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN  3 NOMOR 2022 

 
Salinan sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SERANG 

ttd 

SUGI HARDONO, SH., MM 

NIP. 19670321 199203 1 008 
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